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Sebagal negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat
meningkatkan kesgjahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization
(WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan
masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan
memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN
dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan
prinsip WTO yaitu Nationa Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesisini,
penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji
regulass TKDN Indonesiaterkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO
serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secaralebih mendalam. Penulisingin
mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO.
Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak
dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara.

...... As adeveloping country, Indonesiareally needs the help of foreign investorsto be able to improve the
welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim
of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and
investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia
are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In thefield of electricity infrastructure
development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum
level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the
WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In
this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by
examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO
agreements and the application of regulationsin several countries for amore in- depth analysis. The author
wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesiaarein line with
WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it
is not owned and operated directly by the state.
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